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ABSTRAK 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi, model bisnis pun turut berkembang. Perdagangan 

yang semula hanya dilakukan secara konvensional perlahan beralih menjadi transaksi bisnis yang 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (e-commerce). Akan tetapi, pengenaan pajak atas 

transaksi e-commerce saat ini masih sulit diterapkan. Alasannya yaitu karena sifat transaksi e-

commerce yang tanpa batas bahkan mampu menembus batas-batas negara sehingga sulit mendeteksi 

transaksi e-commerce terutama transaksi yang terjadi lintas negara.  

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan di atas, peneliti melakukan 

perbandingan kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce antara Indonesia dengan negara lain 

seperti Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India. Peneliti juga melakukan tax review 

terhadap perusahaan yaitu Toko Bayi ABC yang memanfaatkan e-commerce dalam melakukan 

penjualan dalam bentuk online retail serta melakukan wawancara dengan salah satu KPP yaitu KPP 

Pratama Bandung Cibeunying mengenai permasalahan perpajakan atas transaksi e-commerce. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis. Adapun 

langkah-langkah yang telah dilakukan peneliti adalah melakukan tax review terhadap Toko Bayi 

ABC dan melakukan wawancara dengan perwakilan dari KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

Analisis data juga ditunjang oleh data sekunder yaitu kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di 

Indonesia, kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di Singapura, kebijakan perpajakan transaksi 

e-commerce di Jepang, kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di Cina, kebijakan perpajakan 

transaksi e-commerce di Korea Selatan, dan kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di India. 

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di Singapura 

adalah dengan mempertimbangkan sumber penghasilan dan tempat host service provider yang 

digunakan, di Jepang yaitu dengan membentuk  PROTECT (Professional Team for E-Commerce 

Taxation ) untuk melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan transaksi e-commerce, di Cina yaitu 

dengan memegang hak tunggal atas penerbitan sertifikat elektronik oleh pemerintah dan penerbitan 

electronic invoice harus dengan aplikasi yang disediakan pemerintah, di Korea Selatan yaitu dengan 

membentuk KFTC (Korea Fair Trade Commission) untuk mengawasi seluruh transaksi elektronik 

di Korea Selatan dengan system pemungutan official assessment, di India yaitu dengan perumusan 

kebijakan EQL (Equalization Levy), dan di Indonesia yaitu dengan Surat Edaran Dirjen Pajak di 

Indonesia yang menegaskan tidak ada perbedaan kewajiban perpajakan antara wajib pajak e-

commerce dan wajib pajak non e-commerce. Berdasarkan tax review yang dilakukan terhadap Toko 

Bayi ABC, dapat ditarik kesimpulan bahwa Toko Bayi ABC belum memenuhi kriteria sebagai wajib 

pajak yang patuh. Indonesia masih memiliki kendala dalam penerapan aturan perpajakan e-

commerce, di antaranya yaitu kepatuhan wajib pajak e-commerce masih rendah, kekurangan staf 

pemeriksa, dan kurang didukung oleh IT yang memadai, SDM yang mumpuni, dan kebijakan 

perpajakan yang belaku saat ini. Indonesia dapat menerapkan metode perpajakan EQL seperti di 

Negara India namun sistem EQL memiliki kelemahan yaitu tidak dapat dijadikan kredit pajak di 

nergara lain. Maka dari itu, peneliti menyarankan pemerintah Indonesia untuk merevisi undang-

undang terkait BUT dan mempersiapkan IT serta SDM yang memadai seperti di Negara Singapura 

dan Cina untuk memungut pajak atas e-commerce di Indonesia. 

 

Kata kunci: kebijakan perpajakan, transaksi e-commerce, tax review 
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ABSTRACT 

 

Along with the development of technology, the business model also developed. Trade that 

was originally only done conventionally slowly but certain turned into business transactions that 

use information and communication technology (e-commerce). However, the imposition of taxes on 

e-commerce transactions is still difficult to implement. The reason is because the nature of unlimited 

e-commerce transactions can even penetrate national boundaries, making it difficult to detect e-

commerce transactions, especially transactions that occur across countries. 

In order to find answers to the above problems, researchers compared tax policies on e-

commerce transactions between Indonesia and other countries such as Singapore, Japan, China, 

South Korea and India. The researcher also conducted a tax review of the company named Toko 

Bayi ABC which utilizes e-commerce in selling activity with the online retail form and conducting 

interviews with the tax office named KPP Pratama Bandung Cibeunying regarding taxation issues 

on e-commerce transactions. 

The research method used by researchers is descriptive analysis method. The steps that 

have been carried out by the researcher are conducting a tax review of Toko Bayi ABC and 

conducting interviews with representatives from KPP Pratama Bandung Cibeunying. Data analysis 

is also supported by secondary data, such as taxation policies on e-commerce transactions in 

Indonesia, taxation policies of e-commerce transactions in Singapore, e-commerce transaction 

taxation policies in Japan, e-commerce transaction taxation policies in China, e-commerce 

transaction taxation policies in South Korea, and taxation policies on e-commerce transactions in 

India. 

The result from this study is that the taxation policy of e-commerce transactions in 

Singapore is to consider the source of income and the place where the host service provider is used, 

in Japan, they forming the PROTECT (Professional Team for E-Commerce Taxation) to examine 

tax on e-commerce transactions, in China, they holds the private right of issuing electronic 

certificates by the government and the issuance of electronic invoices must be with software 

provided by the government, in South Korea by forming the KFTC (Korea Fair Trade Commission) 

to oversee all electronic transactions in South Korea with an official assessment system in India, 

they the formulation of EQL (Equalization Levy) policy, and in Indonesia, they have Surat Edaran 

Dirjen Pajak which confirms that there is no difference in tax obligations between e-commerce 

taxpayers and non-e-commerce taxpayers. Based on the tax review conducted on Toko Bayi ABC 

can be concluded that Toko Bayi ABC do not meet the criteria as an obedient taxpayers. Indonesia 

still has obstacles in implementing e-commerce taxation rules such as e-commerce taxpayer 

compliance is still low, lack of examining staff, and less supported by adequate IT, qualified human 

resources, and taxation policies currently in place. Indonesia can implement EQL taxation methods 

such as those in India, but the EQL system has the disadvantage of not being a tax credit in other 

companies. Therefore, the researcher advised the Indonesian government to revise the law relating 

to BUT and prepare adequate IT and human resources such as in Singapore and China to collect 

taxes on e-commerce in Indonesia. 

 

Keywords: tax policies, e-commerce transaction, tax review  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan teknologi, model bisnis pun turut 

berkembang. Perdagangan yang semula hanya dilakukan secara konvensional 

perlahan beralih menjadi transaksi bisnis yang menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi (e-commerce). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (2017) atas survei yang dilakukan, selama tahun 2017 pengguna jasa 

internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68% dari 

seluruh penduduk di Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 10,56 juta jiwa 

dibandingkan tahun 2016. Menurut Rudiantara (2017) selaku Menteri Komunikasi 

dan Informatika, potensi kegiatan e-commerce di tanah air diperkirakan mencapai 

USD130 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut tentunya dapat memberikan efek 

positif terhadap penerimaan negara berupa pajak. 

Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara 

yaitu sebesar 85% dari total penerimaan negara.1 Pajak berguna untuk membangun 

infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan sarana 

dan prasarana kesehatan, membangun desa-desa, dan memberikan subsidi kepada 

masyarakat yang kurang mampu. Pendapatan pajak negara diperoleh melalui Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), bea meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 

Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. 

Pengenaan pajak atas transaksi e-commerce saat ini masih sulit diterapkan, 

alasannya yaitu karena sifat transaksi e-commerce yang tanpa batas bahkan mampu 

menembus batas-batas negara sehingga sulit mendeteksi transaksi e-commerce 

terutama transaksi yang terjadi lintas negara.2 Di sisi lain pedagang konvensional 

menuntut adanya kesetaraan kewajiban perpajakan baik pedagang konvensional 

                                                 
1 Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 diakses pada tanggal 21 September 2018 
2 Ririn Puspita Sari,2018,”Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce”,Akuntabel volume 

15 hlm. 67-72 

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018
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maupun pedagang e-commerce.3 Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (2018) 

pemerintah perlu memberikan equal treatment atau perlakuan yang sama terhadap 

pelaku e-commerce. Jika pedagang yang melakukan transaksi dengan cara 

konvensional membayar pajak, maka pedagang yang melakukan transaksi dengan 

e-commerce juga harus membayar pajak sehingga mereka mendapat perlakuan 

yang sama di bidang perpajakan sesuai aturan pajak yang berlaku. Undang-undang 

terkait pemungutan pajak atas transaksi e-commerce dinilai belum memadai. Syarat 

subjektif bagi wajib pajak yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 36 tahun 2008 belum mengatur subjek pajak yang melakukan perdagangan 

secara e-commerce. 

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, 

Yustinus Prastowo (2018) Indonesia harus mempelajari sistem perpajakan yang 

berlaku di negara lain untuk menangani permasalahan pajak e-commerce di 

Indonesia. Sebagai contoh Negara Singapura. Negara Singapura telah memiliki 

sistem Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) untuk 

memproses transaksi e-commerce baik transaksi e-commerce secara domestik 

maupun transaksi e-commerce secara internasional sehingga pemungutan pajak 

dapat dilakukan dengan lebih mudah. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh 

tim SparkLabs tahun 2012 – 2017, Negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, 

India, dan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penjualan dengan e-

commerce tertinggi di Asia. 

Sebagai tindak lanjut dari analisis kebijakan perpajakan transaksi e-

commerce di Indonesia, peneliti melakukan studi kasus kepada salah satu 

perusahaan yang telah melakukan perdagangan melalui e-commerce yaitu Toko 

Bayi ABC. Toko Bayi ABC merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan e-

commerce dengan skema online retail. Peneliti hendak menganalisis pelaksanaan 

kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Toko Bayi ABC sebagai wajib pajak e-

commerce. 

 

                                                 
3 Pradany Hayyu,2018,”Kesetaraan bagi Pelapak”,Media Keuangan volume XIII/no.126/Maret 

2018 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di negara Singapura, 

Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India? 

2. Bagaimana kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di Indonesia? 

3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan Toko Bayi ABC? 

4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi e-

commerce di Indonesia? 

5. Apakah terdapat kebijakan perpajakan transaksi e-commerce yang dapat 

diterapkan di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di negara Singapura, 

Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India 

2. Mengetahui kebijakan perpajakan transaksi e-commerce di Indonesia 

3. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan Toko Bayi ABC 

4. Mengetahui kendala dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi e-

commerce di Indonesia 

5. Mengetahui kebijakan perpajakan transaksi e-commerce yang mungkin dapat 

diterapkan di Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti, masyarakat, dan pemerintah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti memahami aspek 

perpajakan e-commerce di Indonesia serta memberikan masukan kepada 

pemerintah mengenai pengawasan yang efektif untuk e-commerce sebagai 

wujud cinta tanah air Indonesia dari peneliti. 
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2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai 

kewajiban perpajakan dalam transaksi e-commerce dan mendorong kesadaran 

masyarakat untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku bagi pihak yang 

memanfaatkan e-commerce agar tidak ada resistensi terhadap peraturan pajak. 

3. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah 

mengenai pengawasan yang efektif terhadap transaksi e-commerce. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan teknologi didorong oleh tiga faktor yaitu adanya evolusi 

komputer beserta dengan perangkat keras komputer (hardware) dan perangkat 

lunak komputer (software), perkembangan jaringan komputer dan internet, serta 

perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital. Semakin 

berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta koneksi 

internet, masyarakat dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini 

dibuktikan dengan semakin banyak kegiatan di dunia nyata (fisik) yang dialihkan 

ke dunia internet.4 Bentuk-bentuk e-commerce yang ditetapkan dalam Surat Edaran 

nomor SE/62/PJ/2013 adalah Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan 

Online Retail. Dalam Surat Edaran nomor SE/62/PJ/2013 ditegaskan bahwa 

kewajiban perpajakan atas transaksi secara e-commerce tidak berbeda dengan 

transaksi secara konvensional. Dasar undang-undang perpajakan yang digunakan 

tetap menggunakan Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 (UU 

PPN dan PPnBM) dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 

(UU PPh). Toko Bayi ABC merupakan salah satu perusahaan yang telah 

menerapkan model bisnis e-commerce yaitu online retail dimana kegiatan 

penjualan yang dilakukan tidak hanya secara konvensional tetapi juga secara online 

pada website Toko Bayi ABC. Toko Bayi ABC termasuk dalam wilayah kerja KPP 

Pratama Bandung Cibeunying. KPP Pratama mempunyai tugas yaitu melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan 

                                                 
4 I Putu Agus Eka Pratama, E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce (Bandung: 

Informatika,2015) hlm. 3-6 
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(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), pajak tidak langsung lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

wilayah wewenangnya.5 Sistem pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan PPh 

dan PPN menganut sistem self assessment system yang mewajibkan wajib pajak 

menghitung sendiri pajak yang terhutang serta membayar dan melapor sendiri 

jumlah pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.  

Kenyataan yang terjadi di Indonesia terkait transaksi e-commerce adalah 

masih sulit mendeteksi adanya transaksi e-commerce.6 Direktur Eksekutif Center 

for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo (2018) mengungkapkan bahwa 

Indonesia harus mempelajari sistem yang berlaku di negara lain untuk menangani 

permasalahan pajak e-commerce di antaranya Negara Singapura, Negara Jepang, 

Negara Korea Selatan, Negara Cina, dan Negara India.7 Di Negara Singapura, 

pemerintah Singapura memiliki sistem Gerbang Pembayaran Nasional (National 

Payment Gateway) untuk memproses transaksi e-commerce baik transaksi e-

commerce secara domestik maupun transaksi e-commerce secara internasional. Di 

Negara Jepang, National Tax Agency (NTA) membentuk Professional Team for E-

Commerce Taxation (PROTECT) yang bertugas mendeteksi transaksi e-commerce 

yang terjadi di Jepang. Di Negara Korea Selatan, pemerintah memiliki National 

Payment Gateway sehingga transaksi online dapat terdeteksi dengan mudah dan 

pemungutan pajak dapat dilakukan dengan lebih efektif. Di Negara Cina, 

pemerintah Cina mendeteksi adanya transaksi e-commerce dengan cara 

mewajibkan para pedagang e-commerce mendaftarkan website mereka ke 

pemerintah jika mereka menginginkan website mereka dapat digunakan di Cina. 

Penjualan yang terjadi melalui website tersebut akan terhutang pajak. Di Negara 

India, pemerintah hendak menerapkan jenis pungutan lain di luar Pajak Penghasilan 

(PPh). Saat ini India memiliki rancangan kebijakan yaitu Equalization Levy Rules 

(EQL). Sistem ini akan menjadikan pihak-pihak yang tidak memiliki BUT di India 

sebagai subjek pajak. 

                                                 
5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 pasal 58 
6 Ririn Puspita Sari, op.cit 
7https://kumparan.com/@kumparanbisnis/yustinus-prastowo-sistem-terintegrasi-jadi-kunci-

regulasi-e-commerce diakses pada tanggal 3 November 2018 
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Dalam penelitian ini, peneliti hendak melakukan perbandingan kebijakan 

pajak di Indonesia dengan kebijakan pajak di negara lain terkait perpajakan atas 

transaksi e-commerce. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Indonesia 

untuk mengatasi kendala-kendala terkait perpajakan atas transaksi e-commerce dan 

mengoptimalkan pendapatan pajak dari transaksi e-commerce. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan Teknologi

Model Bisnis e-

Commerce

Pelaksanaan Kewajiban 

Perpajakan Transaksi e-

commerce di Indonesia

Toko Bayi ABC

(WP e-commerce)

Self Assessment System

Kewajiban Perpajakan

Review Kewajiban 

Perpajakan PPh dan PPN

Kendala dalam Penerapan 

Aturan Perpajakan e-

commerce di Indonesia

Kebijakan Perpajakan 

Transaksi e-commerce di 

Negara Singapura, 

Jepang, Cina, Korea 

Selatan, dan India

Kebijakan Perpajakan 

Transaksi e-commerce di 

Indonesia

Kebijakan Perpajakan 

Transaksi e-commerce 

yang dapat Diterapkan di 

Indonesia

KPP Pratama Bandung 

Cibeunying

 

Sumber: olahan peneliti  
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